LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 26

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

.

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian
izin dibidang usaha dan berdasarkan pelimpahan
wewenang yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan
pemberian lzin Tanda Daftar Perusahaan:

bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Tanda daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waijib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1882 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3274);
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10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3502 );

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3587);

Undang-undang Nomor @ Tahun 1995 tentang Usaha-
usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048):

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3833);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
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12.

13.

14.

-
(&4}

16.

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomoer 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138),

Kepuiusan Presiden Repubiik indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rarcangan
Keputusan Presiden:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1897
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daeran;

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daeran;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tatz Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota:

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 12/MPP/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib
Daftar Perusahaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang
Nomor 5 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang Tahun 1883 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Wienetrokan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  REMBANG
TENTANG RETRIBUS! IZIN TANDA DAFTAR

PERUSAHAAN
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

oooh

o

Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;

Bupati adalah Bupati Rembang; _
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;

Tanda Daftar Perusahan yang selanjunya disebut TDP adalah daftar
catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
Peruahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan atau laba;

Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan
hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam
bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba:

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh
petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi
Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi unutk melaporkan pernitungan
dan pembayaran Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besanya Retribusi yang terutang;
SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah Retribusi
terutang yang jumiahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang
berwenang;

SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan;
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0. Surat Pembertahuan Rc‘u’\ 1l Teocal vang selanjutnya disingkat SPTRD

adaizh surat yang Ciow ~ oigk Weib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pernba\a Retribusi vang terutang menurut peraturan
Retribusi;

p. Surat Tagihan Retribus: Lia=io» v= 0 selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukar f‘;--':zsrs Zeribus dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau geno:

q. Nomor Pokok Waijib Retribus: Dazrah yang selanjutnya disingkat NPWRD
adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi

setiap Wajib Retribusi.
BAB Il
NAN;A. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Tande Daftar Perusahan dipungut Retribusi
sebagal pembayaran atas pemberian izin Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 3
Obyvek Retribusi adalah pemberiar. izin Tanda Daftar Perusahaan.
Fasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin
Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana tersebut Pasal 3.

(2) Dikecualikan sebagai Subyek Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1)
adalah :

a setiap Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan
(Perjan) sepeni aiatur daiam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969
(Lembaran Negara Repubiiv indonesia Tahun 1968 Nomor 40}

b perusahazn kecil perorangan yang dyalankan oleh pribadi pengusana

sendin atau dengan menpexernakan hanya anggotz keluarganya
sendir it teoskEl et Ldak memerlukan ijin usaha dan tidak
merupaka | Lus ads <um atau suatu persekutuan dan benar-
benar nanya ser:edaf untuk memenuh\ nafkah senari-hari pemiliknya;
¢ usaha atau keqgiztan vang bargerak diluar bidang perekonomian dan
atau stz o smrvs Taak semata-mata mencan keuntungan

dan atau 1abza.
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BAB HlI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasai 5
Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diperoleh
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribus!
didasarkan atas tujuan pengendalian dan pengawasan serta untuk menuiun
sebagian biaya penyelenggaraan pemberian |zin Tanda Daftar Peruszha=

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal &

(1 Strukiur dan besarnya tarip Retribusi lzin Tanda Daftar Perusahaan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagat berikut
a Perseroan Terbatas ... ... ... .. vereinee.. Rp. 200,000 0C
D KOPerasi.......ccooiiie e e e Rp 25,000 0
¢ Persekutuan Komanditer.........................o.......... .Rp. BC.00C.C0
d. RIMMa8.. cimma s eree o v oo o oIRGB0 800.650
e. Perusahaanperorangan... ..................................Rp. 20.000.0
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f. Perusahaan Milik Negara/Daerah..........................Rp. 100.000,00
g. Perusahaan Asing.........occccevveceeveecee v cen e e .. RP. 500.000,00
h. Bentuk Perusahaanlain........................ ... ............Rp. 100.000,00
i SalinanResmi............ccoiiiiiiiiiiiiiie i eaeenn..Rpo 10.000.00
j. PetikanResmi............... ... ......ccceeee......Rp. 5.000.00

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berstatus :
a. Kantor tunggal:

b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu
perusahaan;
c. Kantor agen; .
d. Kantor perwakilan perusahaan.
BAB Vil
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
.BAB Vi
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah 5 (lima) tahun.

Pasz' 11

Saat Retribusi terutang adalah pada sa:! diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN



(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi periu dilaksanakan pendaftaran
dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam
wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah tetapi
memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang diperiuk=" derupa formulir pendaftaran dan pendaaan
disampaikan kepada wajib Retribusi yang pbersangkutan.

Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada
Wajib Retribusi diisi dengan jelas lengkap dan benar. kemudian
dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar
Induk Wajib Retribusi berdasar nomor urut.

Daftar Induk Waijib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat {3) selanjutnya
dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD. SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam.

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah
ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1). maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari
Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
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(1)

(3)

(1;

(2)

(3)

(1}

Pasal 15

Ls1ap pembayaran retribus: sebagaimana dimaksud Pasa! 14, diberikan
izz bukti pembayaran.

Set.2p pembayaran dicatat dalam buku penenmaan.
Bentuk  isi. kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti
penzrimaan Retribusi sebagaimana dimaksua ayat (1) dan ayat (2)
dritetapkan oleh Bupati.
BAB Xi
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

SRRD, SKRD Jabatan. SKRD Tambanhan dan STRD sebagaimanz
amaksud Pasal 13, dicatat dalam buku Jenis Retribusi masing-masing .

SKRD. SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-
masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.

BAB Xl
KADALUWARSA
Pasal 17

Hak untuk melakukan penaginan Retribusi maupun dendanya menjadi
kadaluwarsa setelah 3 (uga) tahun, terhitung sejak saat terhilungnye
Retribusi. kecuaii apabila Waijib Retribusi melakukan tndak piganz d
bigang Retribusi
vadaluwarsa penagihan Retribusi sebagimana dimaksud avat {13
tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ade pengakuan uiang

Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

utang Retribus: yang ndak mungkin ditagih iagi karena hak untuk
melakukan penagihan sugan kadaiuwarsa dapat dinapus
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(4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Reiibus vang
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3}

(5) Tate cara penghapusan Retribusi yang kadaiuwarse ciziur dengan
Keputusan Bupati

BAB Xlili
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perindustriar
Perdagangan dan Koperasi Kabupaien Rembang

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adaian Bupat atau
instansi yang ditunjuk cleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 19
Waiib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merucikan
keuangan Daerah diancam dengan kurungan paiing lama 6 (enam) bulan dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kaii jumiah Retribusi yang ternuiang.
Pasal 20
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenzan® Khosus

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidar
Retribusi Daeran

a dibidang

(2)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
2 menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan aiau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidenc Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjaadl lengnzn uar iFas

b. meneliii, mencari dan mengumpuikan keterangan mengen=i orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuaian it diiakukan

senubungan dengan tindak pidana Retribusi Daeran.



meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak
pidana Retribusi Daerah:

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. sera
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan findak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksa
identitas oran§ dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada
huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai
tersangka atau sakst:

menghentikan penyidikan:

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar supaya setap orang <apat mengstanuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dazerah in Jengan penempatannya Ge -7 Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang

Ditetackandi<embang
paca tanggat 1& Juli 2002

BUPATIREWNBANG

HENDARSONGOG

DiundangkandiRembang
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

HNOERANTO, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 186



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI [ZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

UMUM o

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian
ditindak ianjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. maka Pemerintah Kabupaten
Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh
Peraturan Daeran yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah
Peraturan Daerah tentang Retribusi |zin Tanda Daftar Perusahaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
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Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang,
untuk mendapatkan data Wajib Retribusi periu diadakan pendaftaran
dan pendataan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Wajib Retribusi tidak boleh membpayar utang Retribusinya dengan cara
mengangsur.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi periu ditetapkan untuk
memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak
dapat ditagih lag.
Ayat (2)
Dalam ha! diterbitkan surat teguran atau pengakuan uiang Retribusi
dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Pasa: 18
Cukup jelas
Pase 1€
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib
Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Pasa’ 20
Ayat (1)
Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Neger:
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang
diangkat sesuai dengan perundang-undangan yang beriaku.
Penyidik di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan
yang diatur daiam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Ayat (2)
Cukup jetas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasa! 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEME -~ RAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 28
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